
BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 'I-'\ TAHUN 2014 

TENTANG 

PEDOMAN PEI..AKSANMN PEMBEREAN BANTUAN 
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUN! (RTLH] 

BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN LEBONG 
TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang a . bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten 
Lebong masih mencmpati rumah tinggal yang jauh 
dari memenuhi persyaratan rumah sehat sehingga 
berdampak pada penurunan kualitas hidup dan 
keschatan masyarakat ; 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangka mendukung Program 
Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan 
salah satu hak-hak da:sar masyarakat miskin di 
Kabupaten Lebong khususnya dJbidang perumahan 
yang layak, maka perlu dilaksanakannya perbaikan 
rumah yang tak layak huni dengan pemberian 
bantuan dalam bcntuk Bahan Bangunan dari 
Pemerintah Kabupaten J.,ebon.g; 

c . bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana 
clidalam huruf a dan hurur b diatas perlu 
dJtetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman 
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni (RTLHj. 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Le.mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286) 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 



Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
44-00); 

4 . Undang-Undang NomQr l 1 Tahun '2009 tentang 
Kesejahteraan Sosia l (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambaha.n 
Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 
4967); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 201 i Tentang 
Penanganan Fakir M.islcin (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5235) 

6. Perdturan Pemerint.ah Nomor 42 1'ahun 1981 
tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Falor 
Miskin fLembaran Ne.gara Repu blik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 

7, Peratumn Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Peoyelenggaraan Kesejahtcraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 
20 12 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5294); 

$. Peraturan Pcmerintah Nomor 63 Tahun 2013 
ten tang Pelaksanaan U paya Penanganan Fakir 
Miskin melalu i Pendekatan Wilayah (Lembarao 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
157, Ta mbaha n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5449}; 

9 . Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 ten tang 
KoordinasiPenanggulangan Kcmiskinan 

10.Peraturan Presiden Nomor $4 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pcmerintab scbagaimana 
telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 'l'entang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 O ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

J l .Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 
Nomor 84/HUK/ 1997 tentang Pelaksanaan 
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir 
Miskin 

12. Keputusan Me nteri &-.sial Republik Indonesia 
Nomor 19/ HUK/ 1998 centang Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin yang di 
selenggarakan oleh masyarakat 



Menctapkan 

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012 ten tang Pcdoma,n Pcmberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan da n Belanja Dacrah ; 

14. Peraturan Direktur Jen<leral Pemberdayaan Sosial 
dan Penanggulangan Kemiskinan ten tang 
Pedoman Rehabilitasi Sosial Ru mah Tidak Layak 
Hu ni dan Sarana Lingkiungan 

J 5.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor OJ 
Tahun 2014 lcntang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
PELAKSANMN PE M13ERJAN 
PERBAll<AN RUMAH TAK LAYAK 
BAGI MASYARAKAT MISKIN 
LEBON(l TAHUN 20 14 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasat I 

PEDOMAN 
BANTUAN 

MUN I (RTl, H) 
KABUPATEN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyc1enggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupali dan Perangkal Daerah sebagai unsu.r 
Penyelenggara Pemerintah Daerah ; 

3. Bupati adalah Bupati Lebong ; 

4 . Badan Perencanaan Pembanguna n Dacr ah selanjutnya disebut 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Lebong; 

5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigr.asi adalah Dinas Sosia l, 
Tenaga Kcrja dan Transmigrasi Kabupa.ten Lebong ; 

6 Dinas Pckerjaan Umum selanjutnya adalah Dina s Pekerjaan Umum 
Kabupa ten Lebong ; 

7. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Lebong : 

8. UPK {Urut Pengelola Kegiatan) adalah organisasi masyarakat di\\~.layah 
KecamaLan yang dibentuk oleh Camat, yang bertugas sebagai 



penanggung jawa.b terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah 
tak Layak Huni 

9. Desa a dalah kcsatuan masyarakat hukum yang memiliki ballls-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dru1 mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asaJ-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Republik 
Indonesia; 

10. Kelurahan ad.alah v.eilayah Kerja Lurah sebagai sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Lebong dalam wilayah k.erja kecamat.an ; 

11. Pemerintahan Oesa adalah penyeleoggaraan urusao pemerintahan oleh 
pemerintah desa dan badun permusyawaratan desa dalam mengatur dan 
mengurus kcpentingan masyarakat setcmpat berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Nega,·a 
Kesatuan Republik Indonesia ; 

12. Pemberdayaan sosial adalah suatu proses pemberian penguatan d8.ll 
kemampaun kepada masyarakat yang bcrtujuan untuk mcningkatkan 
kesej ahteraannya; 

13. Rumah Tak Layak Huni adalah tcmpal tinggal yang tidak memcnuhi 
syara\ kesebatan, keamanan <Ian sosia!. 

14. Rehabilitasi Sosial Rumab Tak Layak Huni a dalah upaya mcmperbaiki 
kondisi rumah bail< secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian 
pemugaran/renovasi} sehingga tereipta kondisi rumah yang laya.k 
sebagai tempat tinggal; 

l4. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan 
kcpada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan 
kebidupannya secara wajar; 

lS. Masyarakal Miskin adalah orang yang sama sekali tidal< mempunyai 
sumber mata penca.hadan dan tidak mempunyai sumber mat.a 
pencaharian clan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 
pokok yang layak l>agi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mat:a 
peocaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak 
bagi kemantislaan; 

16. Fa)tir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber 
mata pcncaharian dan tidak mempunyai kemampuan memcnuhi 
kebuluhan pokok yang layal< bagi kemanusiaan, at.au orang yang 
mempunyai sumber pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuru 
kcbutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaM; 

17. Pemberian bantuan. Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin 
adalah pemberian bantuan pembangunan / perbaikan rumah yang 
diberikan oleh p~.merintah kabupaten kepada masyarakat miskin yan,g 
dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong dan sumber 
dana lainnya yang s.ah ; 



18. Pengelolaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah kescluruhan 
kegiatan pengelolaan pemberian Bantuan Rumah Tidak La.yak Huni ; 

BAB ll 
TUJUAN DAN SASARAN 

PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAl-l TIDAi{ LAYAK HUNI 
BAGI MASYARAKAT MISKIN 

Pasal 2 

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada 
masyarakat miskin 
yang menempati / mempunyai ru.mah sesu.ai dengan standar yang telah 
ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualit.as hidup / derajat kesehatan 
masyarakat miskin Kabupaten Lebong; 

Pasal 3 

( 1j Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah masyarakat miskin yang 
meoempati / mempunyai rumab tidak layak huni. 

(2) Pcnet.apan jurnlah dan nama calon penerima unruk perbaikan rumah 
tidak layak huni bagi masyarakat miskin sesuai data Rumah Tidak 
La.yak Huni ( RTLH } ditetapkan dalam Keputusan Bupati, 

Pasa.l 4 

Bantuan perbaikan rumah tidak layak hun.i yang diberikan dari Pemer.intab 
Kabupaten Lebong dan bantuan dana lainnya yang sah, tidak diperbolehkan 
digunakan selafo untuk mcmperbaiki rumah tidak layak huni. 

BAB UI 
KRITERIA RUMAH TIDAK Ll\YAK HUN! 

Pasal S 

Kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan sebagai beriktlt: 
a. Kondisi rumah; 
b. Kondisi lingkungan. 

PasaJ 6 

Berdasarkan kondisi rumah sebagaimana dimaksud dalam PasaJ S huruf a, 
harus mcmcnuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut: 
a. Luas rumah kecil, kurang dari 8 m2/orang; 
b. Atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti, rumbia, scng, 

iJalang, ijuk, genteng; 
c. Dindjng terbuat dari. bilik, pnpan, brunbu, kulit kayu da.lam kondisi 
rusak; 
d. Sumbcr air tidak sehat; 
e. Lant.ai Tanah, pa pan, bambu, semen dalam ko-ndisi rusak; 



Pasal7 

Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 
sebagai berikut : 
a. Lingkungan kumuh dan becek; 
b. Saluran pembuange,n air tidak memenuhi standar; 
c. Jaian setapak tidak diatur; 
d. Letak rumah tidak t.erarur. 

Pasal 8 

Besarnya bantuan perbaika n untuk rumah tidak layak huni bagi 
masyarakat miskin ditetapkan dan diatur berdasarkan pada su mber 
pembiayaan yang akan membiayai. 

BABIV 
KEPANITIAAN 

Pasal 9 

(I) Untuk kelancaran pela ksanaan pemberian 8antuan Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni di Kabupatcn Lebong,. maka dibentuk Panitia 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat !Kabupaten dan Kccamatan 
Kelompok Kerja Pen,erima Bantuan 

(2) Panitia Perbaikan Rumah Tidak t.ayak Huni "I'ingkat Kabupatcn Lcbong 
terdiri dari : 
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong; 
b. Dinas Sosjal, Tel"laga Kerja dan Transmigrasi Kabupa\en Lebong 
c. Dinas PU Kabupaten Lebong; 
d. camat; 
e. Kepala Desa / Keiurahan; 
f. Kelompok Kerja; 

(3) Panitia Pciaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Oesa / 
Kclurahan ditetapkan oleh Camat yang melibatkan kepala desa minimal 
melibatkan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Toko.h 
Masyarakat. 

(4) Kelompok Kerja Penerima Bantuan Perl>aikan Rumah Tidak Layak Huni 
ditetapkan Camat melibatkan Kepala Desa/ Lurah terse but terdiri da.ri 
Ketua, Sekretaris dan Anggota. 

(5) Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebong 
sebagaimana ayat !l) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut: 
a . Bappeda seiaku Koordinator melakukan Koordinasi, Monitoring dan 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lebong. 

b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pelaksana Tekni,s 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melakukan ,Seleksi 
Proposal, Verifik.asi Sasaran, Lokasi RTLH. 

c. Dinas Pekerjaao Umum selaku Pela ksana dan Perencana Tekni;s 
Perbaikan Ru mah Tidak Layak Huni !Rl'LH) mclakukan Setting 
Gambar dan Pe:nghitungan Kebutuhan Bahan Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) 



d . Cam.at selaku Pengendali Pelaksana ,di Lapangan melakukan 
Pengendalian dan .Pcngawasan serta melakukan inventarisasi 
sasaran sesuai data RTLH yang telah ditetapkan. 

e. Kepala Desa/ Lurah beserta Kelompok Kerja selaku pelaksana 
Operasional Lapangan melakukan kegiatan Perbaikan Rumah 'l'idak 
La yak H uni mel.akukan tu gas pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni dengan bimbingan teknis dari .Oinas PU 

BAB V 
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN 

Pasal JO 

(1) Mekanisme pengajuan bantuan pembangunan/pcrbaikan rumah tidak 
Jayak huni berdasarkan pengajuan permohonan yang disampaikan. 

(2) Dinas SosiaJ, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pemberi bantuB.tl 
perbaikan rumah tidak layak huni sctdah mcnerima berkas pcrmohonan 
bantuan beserta lampirannya kemudian melaiku.kan seleksi berdasarka.n 
data rumah tidak layak huni dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Memeriksa seca,;a rinci lampiran permohonan. 
b. Memeriksa nama penerima. alamat, uraian bantuan, foto rumah 

tidak layak huni yang akan diperbaiki. 
c. HasiJ seleksi diajukan dan dilaporkan kepada Bupati untuk 

mendapatkan persetujuan. 

BAB VI 
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN 

Pasal 11 

(I) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberitahukan nama dan 
alamat calon pcncrima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
melalu i Camat untuk diteruskan kepada Kepala Desa/ Lurah. 

(2) Camat beserta Kepala Desa/Lurah membcntuk dan menetapkan Panitia 
Pelaksana Perbaikan Rumah'l'idak Layak Huni dan Kelompok Kcrja 
Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. 

(3J Scmua penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
menyerahkan Proposal, RAB dan bantuan yang diterima k.epada Dinas 
SosiQJ, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong clan sanggup 
mematuhi segala keputusan Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni. 

(4) Panitia Pclaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat 
Desa/Kelurahan meJaksanakan perbaikan berdasarkan hasil 
musyawarah dan masukan dari Kelompok Kcrja pencrima bantuan. 

(5) Panitia Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan setelah kegiatan 
dilnksanakan berkewajioon menyampaikan La:poran Pclaksanaan dengan 
dilampiri Dokument.asi kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dao Transmigrasi selaku Pela.ksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
rangkap 3 ( tiga ). 



BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

Semua ketentuao yang berkaitan dengan bnntuan Perbaikan Rumah 'Ndak 
Layak Huni scpanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini 
dinyatakan tetap berlaku. 

BAB Vlll 
KETE:NTUAN PE:NUTUP 

Pasal 13 

Pttaturan Bupati ini rnulru bcrlaku padA W1ggal dlundAngkAn. 

Agar setiap orang mengetahuioya_, men,erintahl<an peagundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Diu,tapkan di Tub<!I 
pada ta.nggal 17 )lcp,w/;,_r 2014 

/4 BUPATI LEBONG ~ . 

I 1%'1 
.- ) 

I -
~ H. ROSJONSYAB 

Diundangkan di 
pada tanggal 11 ,llop,,n,l,,r :to11 
SEKRETARIS DAERAJi KABUJ"ATEN LEBONQ 

f( 
MIRWAN EFFENDI 

PcMERINTAH K.48U?AlcN L290,',G 
.BAu!ijk]~/ID~~KE~A~AILI.OAEijY 

~ fcKElliH fROOUK HUKUM 
~ KABVPATE~lEBONG 

" 


